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KATA PENGANTAR 

 
 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. 

Perjanjian Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian ini memuat 

pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi serta Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 

2025-2029. Penilaian Perjanjian Kinerja pada tahun 2025 akan menjadi tolak 

ukur untuk Peningkatan Kinerja Sekretariat Daerah di tahun 2026. 

Kami sadar bahwa dalam penyusunan ini masih jauh dari kata sempurna, 

oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa kami 

nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Perjanjian 

Kinerja di tahun mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada 

semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam 

penyusunan Perjanjian Kinerja ini, semoga dapat bermanfaat khususnya bagi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dalam upaya mewujudkan Good 

Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuala Pembuang, Januari 2026 

Pj. Sekretaris Daerah 
 

 

  
 Bahrun Abbas 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah 

membuat perjanjian kinerja, sebagai perwujudan komitmen penerima amanah 

dan kesepakatan antara penerima dengan pemberi amanah berdasarkan tugas, 

fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

 Berkenan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan 

menetapkan dan menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai komitmen 

dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan untuk 

mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Tujuannya disusunnya Perjanjian 

Kinerja Sekretariat Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 adalah: 

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala Perangkat Daerah 

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja 

Aparatur. 

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur. 

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, 

dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja Sekretaris Daerah. 

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Adapun yang melatarbelakangi perlunya penyusunan Perjanjian Kinerja 

Tahunan diantaranya adalah laporan pertanggungjawaban selama ini hanya 

menekankan pada pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan 

dan juga belum berorientasi hasil. Selain itu masih banyaknya instansi 

pemerintah yang belum dapat mengukur kinerjanya, karena pada umumnya 

instansi pemerintah belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan 

terukur, belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur 

keberhasilannya, belum menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk 

komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, belum memiliki 

sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja. 

 

 

 



 

PK SEKRETARIAT DAERAH 2026 2 

 

 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 
SEKRETARIAT DAERAH 

Perjanjian Kinerja mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: 

1. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan Amanah yang 

diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya; 

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 

3. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur. 

1.2   Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan 

Tahun 2022 Nomor 20), maka susunan struktur organisasi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Seruyan sebagai berikut : 

1. Sekretaris Daerah. 

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 

a. Bagian Pemerintahan; 

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan 

c. Bagian Hukum; 

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan 

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 

4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : 

a. Bagian Organisasi; 

b. Bagian Umum; 

a) Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian; 

b) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan 

c) Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pimpinan. 

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 

a) Kepala Sub Bagian Protokol; 

b) Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan 

c) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan; 

d. Staf Ahli; 

e. Kepegawaian dan Eselon; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

g. Tata Kerja. 
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Gambar 1.1 
Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Seruyan 
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1.3  Dasar Hukum 

 Landasan Dasar Hukum untuk penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat 

Daerah Kabupaten Seruyan adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat No. 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 

I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 

Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 

Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 

1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang. 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 

Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, 

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

NegaraRepublik Indonesia Nomor 4180). 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614). 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494). 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5659). 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601). 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402). 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157). 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842). 

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80). 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Seruyan Provinnsi Kalimantan Tengah 09,52/2024, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98). 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan 

Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 

2018 Nomor 69). 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 

2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76). 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Seruyan Nomor 101). 

17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 20). 

18. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 

2025 Nomor 26). 
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BAB II 
PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1  Perjanjian Kinerja  

 Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Seruyan, maka 

Sekretriat Daerah Kabupaten Seruyan menetapkan tujuan sasaran, indikator 

kinerja serta target kinerja sebagai berikut : 

 Tujuan merupakan hasil  yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu 

tahun sampai dengan lima tahun dan harus selaras dengan visi dan misi 

organisasi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan itu sendiri hendaknya 

didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam merealisasikan misi 

Perangkat Daerah. 

 Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai setiap 

tahunnya dalam kurun waktu  lima tahun. Indikator kinerja merupakan bagian 

penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan bagian utama 

dalam sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun 

kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya untuk 

mencapai visi dan misi. 

 Setelah menetapkan indikator kinerja, diwajibkan untuk menetapkan 

target kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja 

yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu 

tahun tertentu. 

2.2   Isi Perjanjian Kinerja 

  Adapun yang termuat dalam Perjanjian Kinerja adalah : 

1.  Pernyataan Perjanjian Kinerja 

 Berisikan perjanjian antara Pihak Kedua yaitu atasan langsung dari 

unit kerja yang melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian 

kinerja dan Pihak Pertama yaitu yang bertanggung jawab dalam 

mewujudkan target kinerja. 

2.  Lampiran yang berisi 

a. Sasaran Strategis; 

b. Indiktor Kinerja; 

c. Target; 

d. Program dan Anggaran; 

e. Kegiatan dan Anggaran; 

f. Sub Kegiatan dan Anggaran. 
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PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA 

Unit Kerja/ SKPD : Sekretariat Daerah 

Tahun Anggaran : 2026 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Program Kegiatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 
Meningkatnya kualitas tata Kelola 
pelayanan publik di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten 

Persentase perangkat daerah yang 
memperoleh nilai IPP dan IKM 
kategori “Baik” 

Persentase      
(55%) 

Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Penataan Organisasi 

2. 
Meningkatnya kualitas tata kelola 
pengadaan barang/jasa 

Indeks Tata Kelola pengadaan 
barang/jasa 

Nilai              
(71) 

Perekonomian dan Pembangunan 
Pengelolaan Pengadaan Barang 
dan Jasa 

3. 
Meningkatnya kualitas tata kelola 
Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja 

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) 
Sekretariat Daerah 

Nilai              
B (61,00) 

Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Perencanaan, Penganggaran 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

  
Nilai komponen pengukuran kinerja 
SAKIP 

Nilai             
(18,15) 

Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Penataan Organisasi 

  
Nilai komponen pelaporan kinerja 
SAKIP 

Nilai           
(11,05) 

Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Penataan Organisasi 

  
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 
dengan nilai B 

Jumlah OPD              
(10) 

Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Penataan Organisasi 

4. Peningkatan Harmonisasi Regulasi Indeks Reformasi Hukum 
Nilai              
(65) 

Program Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat 

Fasilitasi dan Koordinasi 
Hukum 

5.  
Peningkatan Kualitas Penyusunan 
Kebijakan 

Indeks Kualitas Kebijakan 
Nilai 

Sangat Baik 
(83) 

Program Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat 

Fasilitasi dan Koordinasi 
Hukum 

 

Pj. Sekretaris Daerah 

 

 

     Bahrun Abbas
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II 
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III 
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BAB VI 

PENUTUP 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan 

Tahun 2026 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan 

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan 

target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen 

ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau 

dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian 

realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas serta menilai keberhasilan 

organisasi. 

Penyusunan Perjanjian kinerja ini diawali dengan merumuskan renstra 

yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan 

dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja. 

 Demikian dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kabupaten 

Seruyan Tahun 2025 ini disusun, sehingga dapat memberikan informasi yang 

memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang akan dicapai. 

 

                                        Kuala Pembuang,       Januari 2026  

                                     Pj. Sekretaris Daerah, 

 

 

                                  Bahrun Abbas
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LAMPIRAN 



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH 

 

 

Unit Kerja : Sekretariat Daerah 

Jabatan : Sekretaris Daerah 

Tugas : Menyusun kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur, pemantauan 
dan evaluasi Perangkat Daerah 

Fungsi : 1. Penyusunan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah; 
2. Menyusun perencanaan pemerintahan Kabupaten Seruyan; 
3. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 
4. Pelaksanaan pengawasan pemungutan pendapatan daerah; 
5. Mengkoordinir staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan pada Sekretariat Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan; 
6. Pembinaan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, pembangunan dan pembinaan masyarakat 

dalam arti pengumpul dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau 
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; 

7. Pengkoordinasian perumusan Peraturan Perundang undangan yang menyangkut tugas pokok Pemerintah Kabupaten; 
8. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; 
9. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 
10. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; 
11. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; 
12. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten; 
13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja 

Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan 
14. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan. 



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029 

NO TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
DEFINISI OPERASIONAL 

/FORMULASI PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
JAWAB 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Terwujudnya Tata 

Kelola 
Pemerintahan 
yang efektif dan 
efisien 

 Persentase 
ketercapaian realisasi 
rencana aksi reformasi 
birokrasi terhadap 
target 

- Definisi Operasional: 
Menilai kualitas 
implementasi rencana aksi 
Pembangunan RB yang telah 
disusun dengan 
menganalisis capaian 
rencana aksi. Penilaian 
dilakukan oleh Evaluator 
Nasional. Nilai Tingkat 
implementasi rencana aksi 
Pembangunan RB 
dipengaruhi oleh nilai 
kualitas rencana aksi 
Pembangunan RB. 
 

- Formulasi Perhitungan: 
Jumlah rencana aksi  
reformasi birokrasi yang 
realisasinya 
mencapai target  
---------------------------   x 
100%  
 
 

Laporan Hasil 
Evaluasi Reformasi 
Birokrasi oleh 
Kemenpan RB 

Sekda/Asisten 
Administrasi 
Umum 

  



NO TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
DEFINISI OPERASIONAL 

/FORMULASI PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
JAWAB 

1 2 3 4 5 6 7 
Jumlah rencana aksi  
reformasi birokrasi 

2.  Meningkatnya 
kualitas tata 
Kelola 
pelayanan 
publik di 
lingkungan 
Pemerintah 
Kabupaten 

Persentase perangkat 
daerah yang 
memperoleh nilai IPP 
dan IKM kategori “Baik” 

- Definisi Operasional: 
Mengukur Tingkat kualitas 
implementasi kebijakan dan 
kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan publik 
pada Pemda. (Penilaian IPP 
dilakukan oleh Evaluator 
Meso Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi dan survei IKM 
oleh Bagian Organisasi) 

 
- Formulasi Perhitungan: 

 
Jumlah PD Pelayanan 
Publik yang mendapatkan 
nilai Baik 
-----------------------------  x 
100% 
 
 
 

Kementerian 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi Republik 
Indonesia dan 
Laporan Indek 
Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
Pemerintah Daerah 
(Bagian Organisasi) 

Sekda/Asisten 
Administrasi 
Umum 



NO TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
DEFINISI OPERASIONAL 

/FORMULASI PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
JAWAB 

1 2 3 4 5 6 7 
Jumlah PD Pelayanan 
Publik yang di evaluasi 
/disurvei 

3.  Meningkatnya 
kualitas tata 
kelola 
pengadaan 
barang/jasa 

Indeks Tata Kelola 
pengadaan barang/jasa 

- Definisi Operasional: 
Mengukur kualitas tata 
Kelola pengadaan barang 
dan jasa pada Pemda. 
Penilaian dilakukan oleh 
Evaluator Meso (Lembaga 
Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah) 

 
- Formulasi Perhitungan: 

Jumlah skor dari indikator 
kualifikasi dan kompetensi 
SDM PBJ, Pemanfaatan 
sistem pengadaan, dan E-
tendering 
 

Lembaga Kebijakan 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
Pemerintah (Bagian 
PBJ) 

Sekda/Asisten 
Perekonomian dan 
Pembangunan  

4.  Meningkatnya 
kualitas tata 
kelola 
Pemerintahan 
dan 

Nilai Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Sekretariat 
Daerah 

- Definisi Operasional: 
Nilai hasil SAKIP PD oleh 
Inspektorat yang merupakan 
Tingkat pencapaian 
penerapan SAKIP pada 
masing-masing PD yang 
diukur melalui hasil evaluasi 

Inspektorat Daerah 
(Bagian 
Administrasi 
Pembangunan) 

Sekda/Asisten 
Administrasi 
Umum 



NO TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
DEFINISI OPERASIONAL 

/FORMULASI PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
JAWAB 

1 2 3 4 5 6 7 
Akuntabilitas 
Kinerja 

formal oleh Inspektorat 
Daerah sesuai pedoman 
Kementerian PANRB 
 

- Formulasi Perhitungan: 
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP 
oleh Inspektorat 

 

5.   Nilai komponen 
pengukuran kinerja 
SAKIP 

- Definisi Operasional: 
 
Mengukur tingkat kualitas 
implementasi manajemen 
kinerja organisasi guna 
mewujudkan budaya 
akuntabilitas kinerja 
organisasi yang baik dan 
dapat mampu mendorong 
peningkatan efektivitas dan 
efisiensi penggunaan APBD. 
Penilaian dilakukan oleh 
Evaluator Meso (Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi) 
 

Kementerian 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi Republik 
Indonesia (Bagian 
Organisasi) 

Sekda/Asisten 
Administrasi 
Umum 



NO TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
DEFINISI OPERASIONAL 

/FORMULASI PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
JAWAB 

1 2 3 4 5 6 7 
- Formulasi Perhitungan: 

 
Nilai Hasil Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
Komponen Pengukuran 
Kinerja oleh KemenPAN RB 
 

6.   Nilai komponen 
pelaporan kinerja 
SAKIP 

- Definisi Operasinal: 
Mengukur Tingkat kualitas 
implementasi manajemen 
kinerja organisasi guna 
mewujudkan budaya 
akuntabilitas kinerja 
organisasi yang baik dan 
dapat mampu mendorong 
peningkatan efektivitas dan 
efisiensi penggunaan APBD. 
Penilaian dilakukan oleh 
Evaluator Meso (Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi) 
 
 

Kementerian 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi Republik 
Indonesia (Bagian 
Organisasi) 

Sekda/Asisten 
Administrasi 
Umum 



NO TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
DEFINISI OPERASIONAL 

/FORMULASI PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
JAWAB 

1 2 3 4 5 6 7 
- Formulasi Perhitungan: 

Nilai Hasil Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
Komponen Pelaporan Kinerja 
oleh KemenPAN RB 

 

 

7.   Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah dengan nilai B 

- Definisi Operasional: 

 

Mengukur tingkat kualitas 
implementasi manajemen 
kinerja organisasi guna 
mewujudkan budaya 
akuntabilitas kinerja 
organisasi yang baik dan 
dapat mampu mendorong 
peningkatan efektivitas dan 
efisiensi penggunaan APBD. 
Penilaian dilakukan oleh 
Evaluator Meso (Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 

Inspektorat Daerah 
(Bagian Organisasi) 

Sekda/Asisten 
Administrasi 
Umum 



NO TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
DEFINISI OPERASIONAL 

/FORMULASI PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
JAWAB 

1 2 3 4 5 6 7 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi) 

 

- Formulasi Perhitungan: 
Laporan Hasil Evaluasi 
Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah oleh 
Inspektorat Kabupaten 
Seruyan 
 

8.  Peningkatan 
Harmonisasi 
Regulasi 

Indeks Reformasi 
Hukum 

- Definisi Operasional: 
 
Mengukur reformasi hukum 
pada Pemda dengan 
melakukan identifikasi dan 
pemetaan regulasi, re-
regulasi nasional. Penilaian 
dilakukan oleh Evaluator 
Meso (Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia) 

 

 

Kementerian 
Hukum dan HAM 
(Bagian Hukum) 

Sekda/Asisten 
Pemerintahan dan 
Kesra 



NO TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
DEFINISI OPERASIONAL 

/FORMULASI PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
JAWAB 

1 2 3 4 5 6 7 
- Formulasi Perhitungan: 

Nilai hasil evaluasi reformasi 
hukum oleh Kementerian 
Hukum dan HAM 

 

 

  Kuala Pembuang, 07 Oktober 2025 

        Plh. Sekretaris Daerah, 

 

  
 

 
              Bahrun Abbas



 

 

 

 

  

BUPATI SERUYAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN 
NOMOR 100.3.3.2/425/2025 

 

TENTANG 
 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH 
TAHUN 2025-2029 

 
BUPATI SERUYAN, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 
Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 
tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja 
Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama 
(IKU) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Seruyan; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator 
Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025- 
2029; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 
 



 

 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 2 Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  
Nomor  26 Tahun  2006  dan  Tambahan  Lembaran  
Negara Republik Indonesi Nomor 4614); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402; 

 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 
 



 

 

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 80); 

 
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang 
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 
di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

 
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

AparaturNegara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 
tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja 
Utama; 

 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69); 

 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan 
Nomor 93); 

 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 

Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar 
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan 
Nomor 101);  
 

 



 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : 

 
 

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025-
2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 
Bupati ini; 
 

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam 
diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang 
digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, 
menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun 
dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan 
Akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi 
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana 
Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029; 
 

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam 
diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada 
Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis 
Sekretariat Daerah 2025-2029; 
 

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam 
diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 

BAB I     : PENDAHULUAN 

BAB II    : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH 

BAB III   : INDIKATOR KINERJA UTAMA 

BAB IV   : PENUTUP 

 

 

 

 

 



 

 

KELIMA  Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam 
diktum KESATU menjadi pedomam dalam menyusun 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 
Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029; 
 

KEENAM  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 

Ditetapkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 7 Oktober 2025 

 

a.n. Bupati Seruyan, 
Plh. Sekretaris Daerah, 

 
 Bahrun Abbas 
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